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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR A4 TAHUN 2015

TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman
pelaksanaan pemberian tumjangan perumahan
kepada PFimpinan dan Anggota DPRD Eabupalen
Natuna sebapmimana dimakaud dalem pazal 20 ayat
(4) Peraluran Pemennlah Nomor 24 Tabhun 2004
lentang Kedudukan  Protokoler dan  Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu mengatur
bosarnya tunjangan perumahan bagl Pimpinan dan
Angopta DPFRD Kabupaten Nahina dalam Peraturan
Bupati.

bahwa berdasarkan pertimbengan  selbmgaimana
dimaksud pada huaraf a diatas, perhn diteizplan
Peraturan Bupati tentang Tumangan Permahan
Pimpinan Dan Angpota Dewan Perwakilan Raloyat
Daerah.

Lmdsnp-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyvelenggarasan Negara yvang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Teahun 19949  HMNomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembenmikan Kabupaten  Pelalawan, Kabupaten
Rolkan Hulu, KEabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sk,
Kabupalen Kanmun, Eabupaten Naluna, Kabupaten
Kuantan Smgng dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan  Lembaran Necgara  Nomor — 3902)
sebagaimana telah  dinbab beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubshan Ketiga Atas Undang-lndang
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Nomor 53 Tahun 1999 terntang Pembentukon
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulo,
Kabupatcn Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupzten Netuna, Kabupaten EKuantan
Singingl dan Kota Balam (Lembaran Negara Republik
Thdonesia Tabuan 2008 Nomor 107, Tambaban
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4880);

Undeng-Undang Nomor 25 Tehun 2002 tentang
Permbentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Tembwmran Negara Republik Todonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 lentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusart
dan Pemerntahan Deerah  (Lembaran Negara
Republilt Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negaras Republik [ndonesia
Mormor 44 38);

Undang-Undang Neomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembenluks: Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Neogaras Republil
Indonesia Nomor 3234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

ye imana telah dinbah beberapakali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Ataz  Undang-Undang:
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Dasrah
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015
Normor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor o679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kewangan Fimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonceia Tahun 2004 Nomeor 90,
Tambahan Tembaran Nepara Republik Indonecsia
Nomor 47132), sebagaimana telah diubahbeberapalali
terakhir dengan Peraturan PFemerintzh Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Wegara Republik Tndonesia
tahun 2007 MNomor 47, Tembahan Lembuaran Negara
Republilz Indonesia Nomor 47 12);
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5. Persturan Pemerintah Nomor o8 Tahun 20050 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrabh (Leinbaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
Taumbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
MNomor 457 8);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah, scbagaimana ielah diubahdus kali terakhir
dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tabun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Dacrah [ Perita Negara Republik  Indonesia Tahun
2011 Namar 310 ];

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPFATI TENTANCG TUNJANGAN
FERUMAHAN PIMPINAN @ DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuns;

3. Pemerintah  Daerah adalah Pemerinigh Daerah
Kabupaten Natuna;

3. Bupsli adalah Bupati Kabupaten Natuns,;

4. Dewan Perwaldlan Raloyat Daerah selanjutnya disebut
DPERD adalah Dewan Perwakilan Ralorat Daerab
Kabupaten Naluna,

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Waid] Ketus DEPFRD
Kabupaten Natuns;

6. Angpotn DFRD adalah Anggota DPRD  Kabupaten
Natuaoa,

7. Tunhjangan Perumahsan adalsh tunjangan  yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa
uang sewd rumah yang besarnya disesusiken dengan
standar harga setempat yang berlaku.



BAB IT
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

Bezaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota
DPRD Kualuparen MNatuna discsusiken dengan Standar
Satuan Harga Kabuparen Natuna.

Pazal 3

(1) Tunjangan perumshan  dimeksud  pada  pasal 2
Peraturan ini, diberikan dalam bentuk vang dan dibayar
setiap bulan;

(2] Sermmua  pengeluaran vang  berkaitan  dengan
pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten: Naluna;

BAE II1I
EETENTUAN PERUTUP
Pas=al 4

Peraturan Bupati ind berlalo sejek tanggal diundangkan,

Apar s=etiap orang menpgetahuwinys,  memerintahkan
petgundangan Peraturan Bupat i dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupalen Naluna.

Ditetapkan di Ranai 2
padatanggal i peotoeilyes g%

Diundsngksan di Ranai
pada tanggal 1| peglremgey QO

SEERETARIS DAERAH
ATEN NATUNA,

h

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATURA TAHUK 2015 NOMOR Y
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